KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.65/MEN/2009

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA

DI PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya ikan

dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem
perairan di kawasan perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat
dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang memiliki
sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi,
perlu menetapkan perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat
dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai kawasan
konservasi perairan nasional;

. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan

nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan, maka diperlukan
adanya penetapan mengenai kawasan konservasi perairan
nasional yang ditetapkan oleh Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Memperhatikan :

10.

11.

1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang tentang
Konservasi Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4779);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik  Indonesia
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M
Tahun 2008;

Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.04/MEN/2009;

Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan
Konservasi Perairan;

Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada
Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut-
IV/2009 — BA. 108/MEN.KP/111/2009, tanggal 4 Maret 2009;

Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan
Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua
Barat, tanggal 4 Mei 2009;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN
LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Menetapkan Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di
sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di
sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah
Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Suaka Alam
Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di
Provinsi Papua Barat.

Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat
dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Kepulauan Panjang dan
laut di sekitarnya seluas lebih kurang 271.630 (dua ratus tujuh
puluh satu ribu enam ratus tiga puluh) Hektar.

Peta dan batas Koordinat penetapan Suaka Alam Perairan
Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi
Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat
dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:

1. mengumumkan dan mensosialisasikan Suaka Alam Perairan
Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di sekitarnya di
Provinsi Papua Barat kepada masyarakat; dan

2. menunjuk panitia penataan batas Kawasan Suaka Alam Perairan
Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di
Provinsi Papua Barat yang terdiri atas unsur-unsur pejabat
pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan
batas.

Menunjuk Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
untuk melakukan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan
Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua
Barat.



KETUJUH

KEDELAPAN

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan peraturan
perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai Suaka
Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat, dalam hal ini
Kepulauan Panjang, dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ilkan dan peraturan
pelaksanaannya.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalif sesual dengan aslinya
Képala Biro Hukum dan Organisasi,

s Supranawa Yusuf



DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.65/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR
LAMPIRAN

ISI LAMPIRAN

| Batas Koordinat Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua
Barat.

I Peta Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo
sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalit sesuaj dengan aslinya
Képala Biro Hukum dan Organisasi,

S

s Supranawa Yusuf




Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor KEP.65/MEN/2009
tentang Penetapan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah
Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
Papua Barat

BATAS KOORDINAT
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

X Y
Keterangan
ID : : .
Bujur Timur (BT Lintang Selatan (LS
ujur Timur (BT) intang (LS) Luas (Ha)
Derajat (°) | Menit (") | Detik (") | Derajat (°) | Menit (') | Detik (™)
1. 129 50 25 0 24 09
2. 130 20 36 0 10 14
271.630
3. 130 16 04 0 01 28
4. 129 40 32 0 14 22




Lampiran 1l: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor KEP.65/MEN/2009

tentang Penetapan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah
Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
Papua Barat

PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

No Legenda Keterangan

1. Skala - 1:250.000

2. Proyeksi - WGS 1984

3. Sumber - Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan

Informasi Geografis, Ditjen KP3K, 2008;

Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen
KP3K-DKP;

Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K—DKP.




o

FETA SUAKA ALAM FERAIRAN DI KAWA SAN PERAIRAN
SHAFLAH BARAT KEPULAUAN WRIGEQ
DALAM HAL INI KEPULAUAN PANRNG
DANH LAUT DI SEXITARNYA
KABUFATEM HA.R AMPAT
PROVINS PAPUA BARAT

Uy Buuu ]

4 o = 4 B
————— ]
Skala 1:-250.000
Legemda -
= = PelabuhBan
Fs Menom Memusuar
- Tiik Knordinat
Gans Bates Adminisiras - Kelas Jalan -
A MNegam Jakan Areri
Yot P /7 Jalan Kolektor
i Balns ZEE Jalan Leinnya
/7  Buiog Londes Kontinen ™,/ Juian Lokal
7.7 Boias Laut Teriorial A Jalan Setpak
;, N « * ArLaut Kepulaumn Indonesia it Tiian
__/"\_.f Eains Kelurshen :}/’ Sungai
i Balimetri =
Penutupan Lahan -
I Huten mangrove Sowah
Hutnn rwa primer [ ] SemakEelukar
Hutan rewa sekunder [ ] semakBelukar
[-77] Perkebunan Tambak
Permukiman Tambeng
Pertanian Taneh terbuka
Rawa Tran=migras
BT Selju I Tubuh gir
[EZ=E] ewminie Belimeti -
Poiens Pesiir: 0-500m
[ ] Teumbu Kamng 1000 - 3000 m
Bukit pasir damtan 3000 - 5000 m
= 500 - 1000 m
7 Kewazan Konsenasi » 5000 m
Kinndinat Ttk Baters
1. 15"5T2 BT, F2rmE° LU
2 13FAT3E ET. M4 LU
3 1ArM16M BT, "M°ET LU
4 154 ir ETL IFZr LJ
Insert Peta -

Proyeksi -WGS 1084

Pimel Dals dan informe=s Geogmiia
'\_—_)D" Diredorel Jendemsl Kelsulan, Pe@r den Pula-Pulby Kecd
R DEFARTEMEN KELAUTAN DAN PEREKCANAN
Sumber - Tahun AD3

-Peia Polensi KshupeienfKnia Pesar. Pusal Dela dan informasi Geografa

Diffen KP3K. 2008
-Direkioral KTHL Difen KP3K - DKP
-Diekioral PL Difen KP3K -DKP




